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P U T U S A N

Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Prw

 الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili  perkara

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara :  

Pemohon, tempat tanggal lahir Pujodadi, 06 Desember 1992, umur 31 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., dalam

hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Ade  Agung  Dewantara,

S.H., Advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum “LAW

OFFICE ADE AGUNG DEWANTARA, S.H. & PARTNER” yang

beralamat  di  Jalan  Sakti  Raya  RT  002  RW  001  Kelurahan

Pringsewu  Barat,  Kecamatan  Pringsewu,  Kabupaten

Pringsewu,  Provinsi  Lampung.,  dalam  hal  ini  menggunakan

domisili  elektronik  dengan  alamat  email:

ade.agung363@gmailcom,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

nomor 050/SK.CG/KHIS/VII/2024.,  tanggal  15 Juli  2024 yang

telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Pringsewu  Nomor  0296/SKH/2024/PA.Prw.,  tanggal  22  Juli

2024., selanjutnya memberikan Kuasa Subtisusi kepada Ilham

Sani, S.H.I, M.H.I. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor

Bantuan  Hukum  “SANI  &  PARTNER”  yang  beralamat  di  Jl.

Pemda  Dusun  Bulusari,  RT  008  RW  002,  Pekon  Bulukarto,

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan

Surat  Kuasa  Subtisusi  nomor  003/SK.CG/SUBS/VIII/2024.,

tertanggal  21  Agustus  2024,  yang  telah  terdaftar  pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register

Nomor: 0359/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 20 Mei 2024., sebagai

Pemohon;
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melawan

Termohon, umur  30  tahun,  agama Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  Bidan,

tempat  kediaman  di  Kecamatan  Pardasuka  ,  Kabupaten

Pringsewu,  Provinsi  Lampung  (dirumah  xxx),  selanjutnya

disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  17 Juli 2024

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pringsewu Nomor

482/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad

nikah pada hari  Sabtu, tanggal  05 Februari  2022, Pemohon berstatus

Jejaka  dan  Termohon  Perawan,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Khilau Kabupaten

Pesawaran,  sebagaimana  tertulis  dalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor:  0017/04/II/2022,  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  07  Februari

2022;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon dan  Termohon  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tetapi telah berhubungan

badan (Ba'da  Dukhul) dan awalnya Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal  bersama  di  rumah  milik  Pemohon  di  Kecamatan  Pardasuka.

sampai akhirnya berpisah;  

3. Bahwa  dari  Pernikahan  tersebut  telah  dikaruniai  1  orang  anak

bernama  Anak 1, lahir di  Pringsewu pada tanggal 29 Mei 2023. Anak

tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;  
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4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang sulit didamaikan sejak  Bulan Maret Tahun 2022;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Desember

2023;  

6. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  Perselisihan  dan  Pertengkaran

tersebut adalah : 

a) Termohon  tidak  mensyukuri  penghasilan  yang  Pemohon

berikan;  

b) Termohon sering  bersikap egois  dan kurang menghargai

Pemohon sebagai suami. 

c) Termohon sering melawan ketika diberi nasehat;  

d) Termohon  sering  berkata  kasar  kepada  Pemohon  saat

sedang marah, seperti memanggil Pemohon tolol; 

e) Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari

Pemohon,  bahkan  saat  diberi  nasehat  selalu  berakhir  dengan

pertengkaran 

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-

menerus  berlanjut  penyebabnya  Termohon  tidak  mensyukuri

penghasilan  yang  Pemohon  berikan.  Akhirnya  antara  Pemohon  dan

Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan

suami istri lagi sampai saat ini, Termohon pergi meninggalkan Pemohon,

Termohon  sekarang  tinggal  rumah  milik  orang  tua  Termohon  yang

beralamat  Kecamatan Pardasuka ,  Kabupaten Pringsewu.  Sedangkan

Pemohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kecamatan

Pardasuka , Kabupaten Pringsewu;  

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon pada Bulan

Desember  2023  sampai  saat  ini  sudah  berjalan  selama  8  (delapan)

Bulan,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Termohon  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;  
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9. Bahwa  Pemohon  dan  Keluarga  telah  berupaya  mengatasi

masalah  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  melalui  jalan

musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik  tetapi

tidak berhasil;  

10. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka  Pemohon

merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  dapat

dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  Pemohon  berkesimpulan  lebih  baik

bercerai dengan Termohon;  

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul  sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;  

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Pringsewu  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  

2. Memberi izin kepada  Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap  Termohon  dihadapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

Pringsewu;  

3. Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 

 SUBSIDAIR :

Apabila  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  mempunyai  putusan  sesuai  dengan

pendapatnya,  maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya

(ex auquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  Pemohon hadir di

persidangan,  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir  dan  tidak  menyuruh

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

meskipun  berdasarkan  Relaas  Panggilan  ternyata  Termohon  telah  dipanggil
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secara  resmi  dan  patut  dan  ketidakhadiran  Termohon  tersebut  bukan

merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksan terhadap Surat Kuasa Khusus atas

nama  Ade  Agung  Dewantara,  S.H.,surat  kuasa  khusus  nomor

050/SK.CG/KHIS/VII/2024.,  tanggal  15  Juli  2024 yang  telah  terdaftar  pada

Register  Surat  Kuasa  Pengadilan  Agama  Pringsewu  Nomor

0296/SKH/2024/PA.Prw., tanggal 22 Juli 2024., selanjutnya memberikan Kuasa

Subtisusi kepada Ilham Sani, S.H.I, M.H.I. Advokat dan Konsultan Hukum dari

Kantor  Bantuan  Hukum “SANI  &  PARTNER”  yang  beralamat  di  Jl.  Pemda

Dusun Bulusari, RT 008 RW 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo,

Kabupaten  Pringsewu.  Berdasarkan  Surat  Kuasa  Subtisusi  nomor

003/SK.CG/SUBS/VIII/2024., tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar

pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Pringsewu,  dengan  Register  Nomor:

0359/SKH/2024/PA.Prw,  tanggal  20  Mei 2024.,  sebagai  Kuasa  Hukum  dari

Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

di  atas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  maksimal  melakukan  upaya

perdamaian dengan cara  menasehati  Pemohon agar  rukun kembali  dengan

Termohon  dan  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  akan  tetapi  usaha

tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan,

maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  telah  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon,  yang  isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun

perubahan;

Bahwa atas  permohonan Pemohon tersebut,  tidak  dapat  didengarkan

jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

          Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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1.---------------------------------------------------------------------------------Bukti Surat:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/04/II/2022 tanggal  07 Februari

2022  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Way  Khilau  Kabupaten  Pesawaran

Provinsi  Lampung.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.---------------------------------------------------------------------------------Bukti Saksi:

1. Saksi  1,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kecamatan

Ambarawa  Kabupaten  Pringsewu,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

bibi Pemohon;  

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon  dan Termohon  adalah suami

isteri;  

- Bahwa saat menikah Pemohon  dan Termohon berstatus Perawan

dan Jejaka;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon   dan  Termohon   bertempat

tinggal  di  rumah  milik  Pemohon  di  xxx sampai  dengan  mereka

berpisah ;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak tahun sejak bulan Maret tahun 2022;   
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- Bahwa penyebab perselisihan dan  pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena faktor Ekonomi dimana Termohon selalu

merasa  kurang  dengan  nafkah  yang  diberikan  Pemohon,

sedangkan  Pemohon  hanya  bekerja  sebagai  meubel  yang  tidak

setiap hari dapat orderan;  

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Desemer tahun 2023 sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu ;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;

- Bahwa saat ini Pemohon  tetap tinggal dirumah milik bersama dan

Termohon  kembali ke rumah orang tuanya;  

- Bahwa selama berpisah Pemohon  dan Termohon  Sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa  antara  Pemohon,  dan  Termohon  pernah  diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

2. Saksi  2,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kecamatan

Pardasuka  Kabupaten  Pringsewu,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

bibi Pemohon;  

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon  dan Termohon  adalah suami

isteri;  

- Bahwa saat menikah Pemohon  dan Termohon berstatus Perawan

dan Jejaka;
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- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon   dan  Termohon   bertempat

tinggal  di  rumah  milik  Pemohon  di  xxx sampai  dengan  mereka

berpisah ;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak tahun sejak bulan Maret tahun 2022;   

- Bahwa penyebab perselisihan dan  pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena faktor Ekonomi dimana Termohon tidak

bersyukur  dengan  nafkah  yang  diberikan  Pemohon,yang  mana

Pemohon  bekerja  sebagai  meubel  yang  tidak  setiap  hari  dapat

orderan;  

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Desemer tahun 2023 sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu ;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;

- Bahwa saat ini Pemohon  tetap tinggal dirumah milik bersama dan

Termohon  kembali ke rumah orang tuanya;  

- Bahwa selama berpisah Pemohon  dan Termohon  Sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa  antara  Pemohon,  dan  Termohon  pernah  diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tidak  ada  lagi  bukti  yang

akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan
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yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya,  serta memohon

agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa  hal-hal  yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

yang  diregister  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pringsewu  Nomor

050/SK.CG/KHIS/VII/2024.,  tanggal  15  Juli  2024 dan  membarikan  kuasa

subsitusi  kepada  Ilham  Sani.,S.H.I.,M.H.I ternyata  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal  147 R.Bg jo.  Surat  Edaran Mahkamah Agung RI  Nomor  6

Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa  Khusus,  dan  Majelis  Hakim  telah  pula

memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata

telah  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  30  Undang-undang  Nomor  18  Tahun

2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Kuasa  Penggugat merupakan  subjek  pemberi  bantuan  hukum  yang  sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Penggugat  rsebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok

perkara,  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan

Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama

Islam dan  melaksanakan  perkawinan  dengan  tata  cara  hukum Islam,  maka

sesuai ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  (2),  jo.  Pasal  66 ayat  (1)  dan  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  jo. Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama

Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Pemohon dalam  permohonan mendalilkan bahwa

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya

hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak

harmonis lagi. Dan atas hal tersebut  Pemohon merasa sudah tidak sanggup

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan  Termohon

dan  ingin bercerai.  Dengan demikian  Pemohon dan Termohon adalah pihak-

pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Ilham Sani,

S.H.I  Advokat  /  Pensehat  Hukum  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  yang

terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pringsewu  Nomor

0359/SKH/2024/PA.Prw,  telah  pula  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim  perihal

keabsahan Surat Kuasa tersebut,  maka Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan

sah bertindak sebagai dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi

Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini

dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati  Pemohon

agar  tetap  bersabar  dan  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dari

Termohon,  akan  tetapi  usaha  Majelis  Hakim  tersebut  tidak  berhasil  dan

Pemohon tetap  teguh  dengan  pendiriannya  untuk  bercerai,  maka  telah

terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  permohonan Pemohon yang

didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi

pokok  permasalahan  dan  perlu  untuk  diperiksa  lebih  lanjut  di  dalam

pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1.- -Apakah Pemohon dan Termohon memiliki legal standing untuk duduk

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?

2.------Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini

masih rukun dan harmonis?

3.- Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon

dan Termohon tersebut?

4.-------Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut,

apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?

5.-------Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan

untuk dapat hiudp rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  mengajukan  alat-alat  bukti  di

persidangan,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  keabsahan,

kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh  Pemohon telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka

alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Bukti  P,  yang  aslinya  dibuat  dan

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai

cukup,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  ternyata  sesuai,  maka  sesuai

dengan ketentuan Pasal  285 RBg,  jo. 1868 KUHPerdata, alat  bukti  tersebut

adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah

dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Pemohon mengajukan  permohonan  cerai  talak

dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon
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dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo. Pasal  116  huruf  f

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Majelis  Hakim  perlu  untuk  mendengar

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat

dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989,  jo. Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  Pemohon

sebanyak 2 (dua) orang (Pasal  306 R.Bg),  telah memberikan keterangan di

bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata), diperiksa satu-

persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara

lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut saling

bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini

(Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya

sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg],

maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan

dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal

yang  berkaitan  langsung  dengan  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga

mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Pemohon yang  telah

dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis

Hakim  telah  menemukan  fakta  yang  sekaligus  dapat  menjawab  rumusan

masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon memiliki ikatan perkawainan yang sah dengan

Termohon,  sehingga  benar  bahwa  Pemohon dan  Termohon adalah

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
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2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak

mungkin untuk  dirukunkan  kembali,  terlebih  Termohon telah  pergi

meninggalkan Pemohon;

3. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  pada

pokoknya  adalah  karena  Termohon Termohon  selalu  merasa  kurang

dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon hanya

bekerja sebagai meubel yang tidak setiap hari dapat orderan;  

4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat

tinggal di antara  Pemohon dan  Termohon yang telah  berjalan 7 (tujuh)

bulan . lamanya; 

5. Bahwa  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  bagi  Pemohon dan

Termohon untuk  dapat  rukun  kembali  dalam membina  rumah  tangga

yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga

yang sakinah, mawaddah, wa-rahmah  (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak

dapat  terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

dibiarkan  keadaannya  seperti  sekarang  ini  maka  justru  akan  menimbulkan

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

artinya:“Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah

sesuai  dengan kaidah hukum yurisprudensi  Mahkamah Agung RI Nomor 09

K/AG/1994  Tanggal  25  Nopember  1994,  yang  berbunyi  “Apabila  Hakim

berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan
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Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup

alasan bagi  hakim mengabulkan Permohonan  Pemohon untuk  menjatuhkan

talak kepada Termohon”; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memiliki  keyakinan  bahwa

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan

kembali,  sebagaimana  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon

dan  Termohon maka  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  19  huruf  f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  116 huruf f  Kompilasi

Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)

RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi

Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  dapat  memberi  izin  kepada  Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan

Agama Pringsewu;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada  Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap  Termohon dihadapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

Pringsewu;  
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Rabu  tanggal  4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal  30

safar 1446 Hijriyah, oleh kami  Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Nurul  Hikmah,  S.Sy dan  Nasoikhatul  Mufidah,  S.H.,M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Agama  Pringsewu  sebagaimana  Penetapan  Majelis  Hakim  Nomor

482/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal  04  September  2024,  putusan  tersebut

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  tanggal  4

September2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal   30 Safar 1446 Hijriyah

oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan

dibantu oleh Martini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Ketua Majelis,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Martini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

  1.  Pendaftaran Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp75.000,00 
  3.  Panggilan  Rp48.000,00
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  4.  PNBP Panggilan  Rp20.000,00
  5.  Redaksi  Rp10000,00 
  6.  Meterai  Rp10000,00 

    Jumlah Rp193.000,00
  (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
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